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Nurul Hilal Bahnar, Nomor Pokok E12111007, Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan Judul Skripsi “Pengelolaan
Pajak Daerah Di Kabupaten Barru” dibawah bimbingan Prof.Dr.H.Juanda
Nawawi,M.Si dan Drs Abd.Salam Muchtar.
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh potensi pajak daerah di
Kabupaten Barru khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang cukup dapat memberikan kontribusi terhadap
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru. Namun karena belum
dikelolah dengan baik mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pemungutan pajak itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang
diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada.
Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah penelitian adalah
bagaimana pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru dan faktor apa
yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru.
Sedangkan manfaat penelitian yaitu untuk memberi informasi tentang
pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru dan Faktor apa yang
mempengaruhi pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru. Adapun
indikator yang digunakan adalah perencanaan, pengorganisasian,
peggerakan, dan pengawasan.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif,
yaitu menggambarkan apa adanya kejadian yang diteliti. Metode ini
digunakan dengan alasan untuk memperoleh data yang objektif dan valid
dalam rangka memecahkan masalah yang ada. Jenis sumber data yang
digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara,
telaah dokumen dan observasi. Dalam penelitian ini analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Adapun hasil penelitian yaitu kontribusi Pajak hotel, Pajak Restoran,
dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih sangat rendah. Hal ini
disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar
pajak. Serta dilihat dari prosedur pemungutan dan prasarana masih kurang.
Selain itu pengawasan, baik pengawasan langsung maupun pengawasan
tidak langsung masih kurang.
xABSTRACTION
Nurul Hilal Bahnar, Basic Number E12111007, Science of
Government, Departemen of Politic and Government, Faculty of Science
Social and Politic, Hasanuddin University. With skripsi title “Management of
Region Tax in Barru Regency”. Under guidance are Prof.Dr.H.Juanda
Nawawi,M.Si and Drs.Abdul Salam Muchtar.
Skripsi is motivated by the potential of local taxes in Barru particular
hotel tax, restaurant tax, and tax Non Metallic Minerals and rocks enough to
contribute to the local tax revenue in Barru. However, because it has not
managed well on the implementation and oversight of the tax itself, the
earnings and revenue that was not relevant to the existing potential.
In writing this skripsi, the formulation of the research problem is how
the management of local taxes in Barru and what factors influence the
management of local taxes in Barru. While the benefits of the research is to
provide information about the management of local taxes in Barru and what
factors influence the management of Local Taxes in Barru. The indicators
used are planning, organizing, actuating, and controling.
The method used is descriptive research method, which illustrates
what events were studied. This method is used with a view to obtain objective
and valid data in order to solve the existing problems. Types of data sources
used are primary data and secondary data.
Data collection techniques used by researchers, namely interviews,
document review and observation. In this study used data analysis is
qualitative data analysis techniques.
The research results are contributing hotel tax, restaurant tax, and tax
Non Metallic Minerals and rocks are still very low. This is due to the lack of
awareness of the taxpayer to pay taxes. As well as the views of the voting
procedures and infrastructure are lacking. Besides supervision, both direct
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Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang
paling utama sebagai sumber pendapatan Negara ,selain dari sektor minyak
dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat
merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat
sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya
memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah ,agar tejadi hubungan
yang significan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam
pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin
tinggi.
Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat ,artinya sumber
pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan
pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang paling besar memberikan
kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Pada era orde
baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan
berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang
tumpuannya bergeser ke sektor pajak.
Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan
tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah
pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu
sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut
dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik
sektor swasta maupun pemerintah.Salah satu sumber penerimaan dari dalam
negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan
peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan
pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan
pemerintah kepada masyarakat.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional,
pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi
daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan
pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan
pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi
keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah
yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.
Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara
luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan
daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali
sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya
secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat.
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak sebagai
sumber penerimaan daerah, bahkan pajak dimasukkan menjadi pendapatan
asli daerah. Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada
dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang
menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat
pada umumnya.
Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah,
setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam
peraturan pajak daerah maupun menikmati jasa yang diberikan oleh
pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang. Hal ini
menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan
memberikan beban kepada masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak
dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung
jawab. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan
berbagai sendi kehidupan masyarakat.
Masing-masing jenis pajak memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai
pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak daerah
lainnya. Semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia
memungkinkan setiap daerah provinsi atau kebupaten/kota mengatur
daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak. Mungkin saja satu jenis
pajak dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya
selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang
diberlakukan tidak sama persis.
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan
demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah
dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penetapan pajak sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan
dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya
undang-undang tentang pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun tentang perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, dimana
daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan
mengurusi rumah tangganya sendiri sebagai potensi dan kekayaan yang
dihasilkan oleh daerah tidak lagi harus diserahkan kepada pusat, tetapi
sebagian besar tetap menjadi milik daerah asal.
Termasuk dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dimana salah satu
sumber PAD adalah pajak yang dalam pengaturannya daerah dituntut untuk
lebih optimal dalam pengelolaan pajak khususnya pajak daerah agar
penerimaan keuangan daerah dapat lebih meningkat.
Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembangunan disegala
bidang kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara sangat
tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi segala kekuatan nasional
yang ada dipadukan dengan wujud pengelolaan yang berdayaguna dan
berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah yaitu peningkatan sumber keuangan daerah diperlukan suatu
pengelolaan keuangan yang baik sehingga apa yang menjadi target dapat
tercapai.
Untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah
diperlukan aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang baik yang berfungsi
melayani masyarakat, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, karena pada saat sekarang ini sering kali terjadi gejala-gejala di
atas dimana pelaksana tugas baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah belum menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak efektif dan
efisien.
Untuk menghindari terjadinya gejala-gejala di atas baik itu dalam
lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diperlukan suatu
upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut dengan cara
meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur pemerintah dalam
pengelolaan pajak daerah. Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu
mengalami perubahan baik perubahan karena peningkatan maupun karena
penurunan, oleh karena itu pajak daerah harus dikelola sebaik-baiknya
sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Beradasarkan hasil pengamatan penulis dan didukung oleh berbagai
informasi pengelolaan pajak daerah dihadapkan pada berbagai fenomena
yang diidentifikasi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
perpajakan yang dimana hal tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli
Daerah serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru terkait
dengan sosialisasi tentang perpajakan. Oleh karena itu, penulis akan
melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pajak Daerah di
Kabupaten Barru”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh penulis maka
penulis terlebih dahulu akan memberikan batasan masalah dalam penelitian
ini. Adapun alasan yang mendasari penulis memberikan batasan masalah
karena penulis melihat bahwa judul yang dicantumkan oleh penulis akan
terlalu luas jika tidak diberikan batasan masalah.
Adapun yang menjadi pertimbangan pemberian batasan masalah yaitu
seperti yang kita ketahui bahwa pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan
pajak kabupaten/kota, maka penulis hanya mengambil pajak kabupaten/kota
sebagai pajak daerah yang sesuai dengan daerah yang akan diteliti yaitu
Kabupaten Barru. Selain itu, untuk lebih spesifik lagi maka penulis akan
mengambil Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan sebagai salah satu dari pajak daerah.
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dibuat,
maka penulis meberikan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengelolaan Pajak Daerah yang terdiri atas Pajak
Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan di Kabupaten Barru ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Daerah di
Kabupaten Barru ?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisi bagaimana pengelolaan Pajak
Daerah yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak
Mineral Bukan Tambang and Batuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang
mempengaruhi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai
suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya perkembangan ilmu Pemerintahan dan
sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti
maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang
sama.
2. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan berguna bagi DPKD Kabupaten Barru
sebagai suatu bahan informasi, masukan, dan pertimbangan demi
menghasilkan konsep pengelolaan pajak daerah yang lebih
berkualitas dan lebih baik lagi dimasa mendatang.
3. Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas
wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah
(skripsi) terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta
merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam
mengapresiasikan/mengaplikasikan ilmu yang telah penulis
dapatkan selama proses perkuliahan.
BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik
penelitian sebagai berikut :
1.1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Barru, dimana penelitian
ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Barru, dan lebih fokus kepada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Barru yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai dinas yang mengelola
Pendapatan Asli Daerah yakni pajak daerah di Kabupaten Barru.
1.2. Tipe Penelitian
Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan
atau menggambarkan kenyataan-kenyataan (fakta-fakta) dengan
mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek penelitian sebagaimana
adanya secara lengkap. Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamati
secara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain, tanpa
pengujian hipotesa atau hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian
ini, maka objek penelitian ialah pengelolaan pajak daerah. Dalam penelitian
ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta
yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan
menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya.
1.3. Suber Data
Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data
primer dan data sekunder :
 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
asalnya, data primer di peroleh melalui :
 Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian
yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan
dengan obyek penelitian.
 Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan
untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang
berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian.
 Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.
Adapun data skunder diperoleh melalui :
 Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah
penelusuran data online, dengan pencarian data melalui
fasilitas internet.
 Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang
dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data
mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,
agenda, dan sebagainya.
1.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dari data
primer maupun sekunder. Dalam hal ini:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap
obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih
akurat mengenai hal-hal yang di teliti serta untuk mengetahui relevansi
antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di
lapangan.
2. Wawancara
Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau
lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data
guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.
3. Dokumentasi
Penelitan dengan dokumentasi maksudnya adalah dalam proses
pengumpulan data diperoleh dari data tertulis seperti; dokumen resmi,
arsip-arsip, buku-buku maupun literatur yang berhubungan dengan
masalah penelitian.
1.5. Informan Penelitian
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam
penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan
dilakukan.
. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah
 Staf Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Pemilik Hotel
 Pengusaha Restoran
 Pengusahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.6. Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu
dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk
kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data
yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil
observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran
hasil penelitian.
1.7. Definisi Operasional
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai
acuan dalam penelitian ini antara lain:
 Pengelolaan
Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana
cara ataupun proses dalam mengelola suatu pajak daerah dengan baik
dan benar.
Istilah pengelolaan adalah istilah yang sering dipakai dalam ilmu
manajemen karena secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata
dasar “kelola” dalam bahasa inggris disebut “to manage” dan biasanya
merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu yang mencapai
tujuan tertentu.
Menurut Terry yang dikutip oleh Siagian (1992:19) mengemukakan
pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami
sebagai suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan
baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
 Pajak Daerah
Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah
yang terdiri atas Pajak Kabupaten/Kota. Bertitik tolak dari kerangka pemikiran
bahwa pajak merupakan sarana bagi pemerintah untuk memperoleh dana
dari masyarakat yang akan digunakan dalam membiayai program-program
pembangunan, maka pemerintah daerah pun memberlakukan pajak ini
sebagai pajak daerah.
Penetapan pengertian pajak daerah itu dianggap perlu sehubungan
dengan pengesahan peraturan daerah yang berada ditangan pemerintah
daerah itu sendiri. Sesuatu hal penting bahwa dengan adanya undang-
undang tersebut memberikan sedapat mungkin batas-batas tertentu antara
lapangan pajak daerah dan lapangan pajak pusat.
 Pajak Kabupaten/Kota
Pajak kabupaten/Kota yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu
terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, dan Pajak
Reklame.
 Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel.
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel.
 Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana
dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
minuman yang dikomsumsi oleh pembeli, baik dikomsumsi di
Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Restoran.
 Pajak mineral bukan logam dan batuan yakni kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata
tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan
tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang
listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa
air/gas; dan
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang
pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam
dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah





Proses pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Barru, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan
kerana pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan
logam dan batuan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Barru belum optimal, baik dalam kegiatan pendataan terhadap
wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga masih banyak pemilik hotel,
pengusaha restoran maupun pengusaha bahan galian di Kabupaten Barru
melakukan usaha tanpa ijin.
Dilihat dari dimensi pembinaan dan penertiban yang dilakukan Dinas
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru masih tergolong relatif
rendah, sehingga masih banyak para wajib pajak hotel dan restoran maupun
pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum melaksanakan
kewajibannya, seperti mengurus ijin usaha, memperpanjang ijin usaha,
keterlambatan membayar pajak dan tidak membayar pajak.
Sedangkan dari dimensi pelaksanaan pengawasan terhadap pajak
hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan di
Kabupaten Barru belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat
masih banyaknya pengusaha hotel dan restoran maupun pengusaha mineral
bukan logam dan batuan, yang belum memiliki izin usaha terlebih pelaku
yang bersifat perorangan dan bagi yang telah memiliki izin tetapi waktu izin
sudah berakhir belum diperpanjang. Disisi lain dalam hal pengawasan pajak
daerah tersebut kurang baik karena adanya kebocoran dalam hal
pengelolaan pajak.
Adapun faktor-faktor yang berpengaruh mengenai proses pemungutan
pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan di
Kabupaten Barru, meliputi:
1. Intensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Upaya yang bersifat intensifikasi adalah berupa peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber yang telah ada dan telah
dikerjakan selama ini. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), yang salah satunya adalah dilakukan melalui
pengelolaan pajak daerah dan salah satu jenis dari pajak daerah
tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dapat
berjalan lancar, dalam pengertian realisasi penerimaannya dapat
mencapai target yang telah ditentukan, salah satu upaya yang harus
dilakukan adalah penyempurnaan terhadap sistem administrasinya.
2. Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Upaya-upaya yang bersifat Esktensifikasi, yaitu upaya untuk
menggali dan memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak
diusahakan atau belum diatur dalam peraturan daerah untuk
ditetapkan sebagai sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Dari
pengertian upaya yang bersifat ekstensifikasi tersebut, terkandung
makna bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat suatu peraturan
daerah yang mengatur dan menetapkan suatu sumber pendapatan
menjadi pendapatan daerah. Daerah tersebut diproses dan diputuskan
bersama antara kepala daerah dan lembaga legislatif yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa, belum
semua pengusaha hotel dan restoran serta pengusaha mineral bukan
logam dan batuan yang terdapat di Kabupaten Barru dapat dikelola
dengan baik sebagai sumber penerimaan dari sektor pajak daerah.
Dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan tersebut,
berdasarkan observasi lapangan, menunjukkan bahwa pengusaha
hotel dan restoran serta pengusaha mineral bukan logam dan batuan
yang terdapat di Kabupaten Barru cukup banyak, akan tetapi yang
telah dapat dikelola dan memberikan kontribusi terhadap keuangan
daerah baru sebagian kecil saja dari sumber yang dimiliki.
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak jenis
pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai
salah satu sumber penerimaan keuangan daerah khususnya dari
sektor pajak hotel, pajak restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan namun belum dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah
Kabupaten Barru. Dengan demikian maka kondisi tersebut berarti
menggambarkan masih lemahnya/kurangnya kemampuan pemerintah
Kabupaten Barru dalam mengelola sumber-sumber potensi daerahnya
atau dengan kata lain, jangankan berupaya untuk melakukan
penggalian terhadap sumber-sumber baru, sementara sumber-sumber
yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja masih belum dapat
dikelola dengan baik.
5.2. Saran
Setelah melakukan penelitian dan mencermati upaya pengelolaan
pajak daerah di Kabupaten Barru khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan
pajak mineral bukan logam dan batuan dan telah dipaparkan pada hasil
penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran dapat diberikan yaitu :
1. Perlu dilakukan pemutakhiran data atau informasi yang berkaitan dengan
masalah pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak
mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu input dalam
perumusan dan perhitungan nilai potensi pajak dan berusaha
menerapkannya sehingga penerimaan pajak yang diharapkan dapat
mendekati nilai potensi pajak tersebut.
2. Potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan
batuan sangat berpengaruh bagi penyediaan dana dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan
kemasyarakatan di Kabupaten Barru sehingga seharusnya dapat
dikelolah dengan baik untuk meminimalisir kendala-kendala dalam
pencapaian target penerimaan.
2. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur terkait
dengan pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dalam hal ini petugas
pemungutan pajak perlu ditambah dan kualitas dalam hal ini pengetahuan
perlu ditingkatkan juga bagi berlangsungnya sistem dan prosedur
pemungutan yang mampu memberikan hasil yang lebih baik. Begitu pula
dengan sarana dan prasarana perlu untuk diperhatikan dan diberikan
kepada petugas pemungut pajak demi kelancaran pemungutan pajak.
Selain itu motivasi kerja juga sangat perlu diberikan kepada petugas pajak
dalam melaksanakan tugas.
3. Perlu adanya intensitas pengawasan dalam menjamin konsistensi
penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pengawasan secara
langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini untuk menghindari
terjadinya penyelewengan dan kolusi antar wajib pajak dengan petugas
pemungutan pajak oleh pejabat yang berwewenang atau mewakili
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